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Abstrak : Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat 
digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-
cara pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat 
yang berwenang, menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan  
berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipenuhi 
oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini Bahwa pemberian Izin Mendirikan 
Bangunan di Kabupaten. Jayapura tidak efektif dan kurang maksimal yang 
pertama adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan meluangkan  waktu 
yang lama, berbelit-belit dan tidak transparan dalam pembiayaan sehingga 
pemohon membangun bangunan belum ada izin ataupun membangun 
bangunan sambil mengurus izin mendirikan bangunan.serta kurangnya 
kesadaran masyarakat tentang perda  Izin mendirikan bangunan harus 
sesuai dengan tata ruang. Kedua adalah penerapan sanksi yang diterapkan 
kurang tegas, dan minimnya sosialisai kepada masyarakat.   
 
Kata Kunci : Efektifitas, Izin Mendirikan Bangunan, Pembangunan 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, tentunya diharapkan dapat memberikan dampak 
nyata yang luas terhadap peningkatan pelayananan masyarakat. Pelimpahan 
wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah menghendaki 
terciptanya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih 
ringkas dan membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan 
inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan. 
 
1 Alumni Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua 
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Izin merupakan instrument hukum administrasi yang dapat digunakan 
oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara 
pengusaha untuk menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang 
berwenang, menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan  berupa 
perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipenuhi oleh 
perusahaan. Dengan demikian izin merupakan pengaturan tingkat individu 
atau norma hukum subyektif karena sudah dikaitkan dengan subyek hukum 
tertentu. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk 
pencegahan terjadinya  masalah-masalah akibat kegiatan usaha.3 
Adanya IMB berfungsi supaya pemerintah dapat mengontrol dalam 
rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi 
perencanaaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah 
dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian 
hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan 
bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain pemindahan hak 
bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan,penghibahan dan 
sebagainya) untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB4 
Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, umumnya dalam 
pelayanan pemberian Izin mendirikan Bangunan, masyarakat harus 
meluangkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Mengingat bahwa untuk 
mendapatkan pelayanan, tidak jarang mereka harus melakukannya 
kebeberapa instansi pemerintah yang seringkali lokasinya terpencar-pencar. 
Ditambah lagi data-base masing-masing instansi umumnya berdiri sendiri 
(tidak on-line satu sama lainnya), diperlukan waktu yang cukup lama untuk 
 
3 Takdir Rahmadi,  hukum lingkungan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta hal:105 
4  Adrian Sutedi, hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publik, Sinar 
Grafika, Jakarta 2010 hal 213 
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menyelesaikan suatu proses perizinan. Serta kurangnya transparannya 
mekanisme dan biaya yang diperlukan untuk memproses suatu izin5. 
Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 15 
Tahun 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan disebutkan bahwa sebelum 
dimulai rencana mendirikan bangunan oleh seseorang, badan hukum atau 
instansi yang bersangkutan wajib menyesuaikan atau memilih lokasi sesuai 
dengan peruntukkan lahan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang Kota di 
Kabupaten Jayapura 
Dalam pasal 43 Nomor 21 Tahun 2009 Peraturan Daerah Kabupaten 
Jayapura, disebutkan bahwa cagar alam Cyckloop yang merupakan kawasan 
suaka alam dipergunakan untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam, 
namun ternyata dalam realitanya banyak sekali bangunan-bangunan tempat 
tinggal yang dibangun didaerah cagar alam Cycloop. Serta bangunan yang 
awalnya diberikan izin sebagai ruko oleh dinas terkait tetapi dalam 
kenyataannya ruko tersebut dijadikan hotel 
Dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan disebutkan Pemberian IMB 
diselenggarakan berdasarkan prinsip: 
a. prosedur yang sederhana, mudah, dan aplikatif; 
b. pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu; 
c. keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha;  
d. aspek rencana tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, 
keamanan dan keselamatan, serta kenyamanan. 
Ironisnya tingginya biaya perizinan tidak diimbangi dengan 
peningkatan kualitas pelayanan. Banyak pelaku dan pemohon perizinan yang 
mengeluh karena kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh birokrasi perizinan antara lain tidak adanya transparansi biaya 
 
5 Ibid Adrian Sutedi…..hal 120 
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yang harus dikeluarkan dan prosedur, prosedur yang berbelit-belit,  tingginya 
biaya yang harus dikeluarkan.6 
Realitas pelaksanaan fungsi pelayanan pemerintah yang telah 
dilaksanakan di daerah, khususnya pelaksanaan pelayanan di bidang Izin 
Mendirikan Bangunan di Kabupaten Jayapura, tidak berjalan sesuai dengan 
keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya pemohon IMB, 
ketidakpuasan pemohon Izin Mendirikan Bangunan biasanya mengeluhkan 
proses yang berbelit-belit, lamban dalam penanganan, biaya tinggi, dan 
kurang cermat, dalam penanganan. 
Dengan demikian penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian 
lebih lanjut atas “Efektifitas Pemberian Izin Mendirikan Bangunan  Dalam 
Rangka Pembangunan Di Kabupaten Jayapura” 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA 
Pemberian IMB harus berlandaskan prinsip-prinsip sebagaimana yang 
disebutkan didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2010, tentang Pedoman Izin Mendirikan Bangunan, bahwa: 
a. Prosedur yang sederhana, mudah dan aplikatif. 
b. Pelayanan yang cepat, terjangkau, dan tepat waktu. 
c. Keterbukaan informasi bagi masyarakat dan dunia usaha  
d. Aspek tata ruang, kepastian status hukum pertanahan, keamanan dan 
keselamatan serta kenyamanan. 
Demi mewujudkan prinsip dmaksud, maka perlu dilakukannya 
sosialisasi kepada publik guna terselenggarakannya IMB yang sesuai 
ketentuan, hal ini disebut dalam Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri, 
tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dinyatakan bahwa 
 
6 Ibid Adrian Sutedi, hal 49  
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Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam 
pemberian IMB antara lain terkait dengan: 
1. Keterangan rencana Kabupaten/Kota; 
2. Persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon; 
3. Tata cara proses penerbitan IMB sejak permohonan diterima  sampai 
dengan penerbitan IMB; dan teknis perhitungan dalam penetapan retribusi 
IMB. 
Sosialisasi tersebut diharapkan dapat mempermudah dan 
memperlancar proses IMB sehingga jangka waktu yang diberikan dapat 
terpenuhi, hal ini juga sangat erat kaitannya dengan proses 
penandatanganan oleh yang berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 
Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan 
pelayanan terpadu satu pintu jo Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Perizinan terpadu di Daerah menyatakan bahwa Kepala 
Badan/Kantor mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas 
nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala 
Daerah. 
Dalam Keputusan Bupati Nomor 246 Tahun 2012 memberikan 
pelimpahan kewenangan pelayanan dan penandatanganan perizinan kepada 
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Artinya bahwa ada 13 
perizinan yang perizinan yang menjadi tanggungjawab (KPPT) termasuk izn 
mendirikan bangunan.  
Di dalam kenyataannya tidaklah terlalu mudah untuk menetapkan 
bahwa hukum tertentu pasti akan efektif apabila disertai dengan sanksi-
sanksi,.akan tetapi faktor utama yang perlu diperhatikan untuk menentukan 
apakah sanksi tersebut berperan di dalam mengefektifkan hukum adalah 
masalah karakteristik dari sanksi itu sendiri. Hal yang berkaitan erat dengan 
itu ialah persepsi warga masyarakat di dalam menanggung resiko, terutama 
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kalau melanggar suatu peraturan yang disertai dengan suatu sanksi yang 
negatif. Kalau seseorang warga masyarakat berani menanggung risiko, 
walaupun sifatnya spekulatif maka akan dapat diduga bahwa sanksi yang 
negatif tersebut sangat terbatas akibatnya. 
Perda IMB maupun Penataann Ruang Kabupaten Jayapura telah 
mengatur beberapa tingkat dan jenis sanksi. Apabila dilihat dari sifatnya 
sanksi-sanksi yang diatur dalam perda IMB adalah sanksi-sanksi yang negatif 
berupa Denda dan penjatuhan pidana 
Dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2010, sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran, 
selanjutnya dalam ayat (3), selain sanksi administarsi sebagaimana di 
maksud pada ayat (2)  dapat dikenakan denda paling banyak 10%(sepuluh 
perseratus) dari nilai bangunan. 
Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 15 
Tahun 2003, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan dalam 
peraturan ini diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) 
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) 
kemudian dalam Pasal (2)nya, tindak pidana tersebut ayat(1) pasal ini adalah 
tindakan pidana pelanggaran. 
Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 15 
Tahun 2003, disebutkan bahwa Orang/Badan yang terhukum karena 
melanggar Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan harus minta izin baru atau membongkar/mengubah dan memperbaiki 
hal-hal yang bertentangan  dengan IMB yang diberikan. 
Namun dari segi efektifitasnya ternyata sanksi-sanski tersebut belum 
membuat jera para pelaku pelanggar disiplin atau dengan kata lain 
pemberian sanksi belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, 
yaitu: 
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Penerapan sanksi berupa denda yang kurang tegas 
Terhadap pelaku pelanggaran Perda IMB cenderung lamban dan 
kurang tegas Kelambanan dalam penjatuhan sanksi teguran serta denda 
mengakibatkan efektifitas sanksi menjadi lemah. Selain itu juga dapat 
berakibat masyarakat menjadi tidak percaya sehingga wibawa hukum 
maupun penegaknya mengalami kemerosotan yang dapat. memunculkan 
kecenderungan masyarakat untuk melakukan berbagai bentuk pelanggaran 
Perda IMB untuk mencoba apakah denda tersebut benar dikenakan atau 
malah lepas.  
Beberapa indikator yang menunjukkan kelambanan dalam 
menjatuhkan pengenaan denda kepada masyarakat yang melakukan 
pelanggaran Perda IMB dapat dilihat dari maraknya kasus pelanggaran 
membangun bangunan tanpa memiliki IMB oleh masyarakat. Dan 
pelanggaran tersebut tidak segera dikenakan teguran dan denda. 
 
Penjatuhan Sanksi Administrasi 
Sebagaimana diketahui bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran 
akan dikenakan hukuman disiplin oleh pemerintah. Sanksi yang diberikan 
kepada pemohon yang tidak memiliki IMB yakni dengan memberikan sanksi 
administrasi dengan mencabut atau memberhentikan pelaksanaan 
bangunan, Dalam rangka menegakkan disiplin masyarakat maka ketentuan 
itu sendiri harus benar-benar dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh 
oleh pemerintah yang berwenang. Tidak melaksanakan ketentuan itu, sama 
halnya dengan tidak berbuat apa-apa terhadap pelanggaran yang telah 
terjadi, sama pula halnya artinya telah membiarkan berlangsungnya 
pelanggaran perda IMB. 
Pasal 44 Nomor 28 Tahun 2002, tentang bangunan gedung, setiap 
pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan 
dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung 
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sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administratif 
dan/atau sanksi pidana, termasuk adalah izin mendirikan bangunan gedung 
yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh Kepala KPPT yang 
tidak sesuai dengan fungsi izinnya. 
Menurut hasil wawancara dengan Kepala seksi tata Kota Kabupaten 
Jayapura Bapak Abdul Madjid, ST.7 Pelaksanaan pemberian sanksi di 
Kabupaten Jayapura terhadap pelanggaran IMB jumlah ada 20 (dua puluh) 
bangunan dan sanksi yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura 
hanya berupa teguran tertulis serta pencabutan izin mendirikan bangunan, 
hal ini disebabkan karena ada rasa kemanusiaan  
Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian terhadap aturan 
perundang-undangan  bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin 
mendirikan bangunan kurang maksimal. Antara lain dalam pemberian sanksi 
administrasi misalnya denda, dimana menurut Permendagri bahwa 
pemberian sanksi denda, 10% dari nilai bangunan, sedangkan Perda Nomor 
15 Tahun 2003 pengenaan sanksi hanya Rp 500.000 ribu dari nilai bangunan 
artinya sanksi denda tersebut terlalu rendah, pencabutan izin sampai pada 
penjatuhan pidana dan ini juga disebabkan petugas Satpol PP sebagai 
aparat penerapan sanksi perda yang kurang profesional menjadi kendala 
berfungsinya penerapan sanksi dalam mendukung terwujudnya efektifitas 
pelaksanaan dan pengawasan pemberian IMB di Kabupaten Jayapura. 
 
PENUTUP 
Kesimpulan. 
Bahwa pemberian Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten. Jayapura 
tidak efektif dan kurang maksimal yang pertama adalah pemberian Izin 
Mendirikan Bangunan meluangkan  waktu yang lama, berbelit-belit dan tidak 
 
7 Hasl wawancara dengan Pak Madjid  Kepala seksi tata bangunan Kabupaten 
Jayapura, tgl  4 Maret 2017 
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transparan dalam pembiayaan sehingga pemohon membangun bangunan 
belum ada izin ataupun membangun bangunan sambil mengurus izin 
mendirikan bangunan.serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang perda  
Izin mendirikan bangunan harus sesuai dengan tata ruang. Kedua adalah 
penerapan sanksi yang diterapkan kurang tegas, dan minimnya sosialisai 
kepada masyarakat.   
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